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Abstraksi 

Strategi Penyelesaian Konflik Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil 

Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah                    

Provinsi Sumatera Utara 

Ardi Eko Wijoyo  

Email ardi.2141021039@stialan.ac.id  

Politeknik STIA LAN Jakarta 

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Pulau melakukan 

verifikasi pulau pada tahun 2008 di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. 

Hasil dari kegiatan tersebut empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, 

Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk ke wilayah 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 2009, Pemerintah Aceh merespon 

dengan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri bahwa keempat pulau 

tersebut masuk ke dalam cakupan Wilayah Aceh, namun sayangnya 

koordinat keempat pulau tersebut yang disampaikan tidak sesuai dengan 

lokasi eksisting keempat pulau. Kemudian Kementerian Dalam Negeri 

memberikan kode keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan 

wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan melalui 

Kepmendagri Kode Data Wilayah Administasi Pemerintahan dan Pulau. 

Hal ini menimbulkan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi 

Sumatera Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyebab 

sengketa dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data dilakukan wawancara serta observasi lapangan. 

sementara itu, proses analisa menggunakan teori boundary making dan 

dalam perumusan strategi menggunakan pembobotan. 

Kata Kunci: Sengketa, Pulau, wilayah administrasi. 

mailto:ardi.2141021039@stialan.ac.id
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Abstract 

Strategy for Resolving the Island Conflict Between Aceh Singkil Regency, 

Aceh Government and Central Tapanuli Regency,                                  

North Sumatra Province 

 

Ardi Eko Wijoyo  
Email ardi.2141021039@stialan.ac.id  

Politeknik STIA LAN Jakarta 
 

The National Team for the Standardization of Names of Rupabumi and 

Islands conducted island verification in 2008 in Aceh and North Sumatra 

Provinces, resulting in four islands, namely Mangkir Gadang Island, 

Mangkir Ketek Island, Lipan Island and Panjang Island, being included in 

the Central Tapanuli Regency. In 2009, the Government of Aceh 

responded by writing to the Minister of Home Affairs that the four islands 

were included in the scope of the Aceh Region, but unfortunately the 

coordinates of the four islands submitted did not match the existing 

location of the four islands, then the Ministry of Home Affairs coded the 

four islands into the scope of the administrative area of Central Tapanuli 

Regency which was determined through the Kepmendagri Data Code for 

Government Administration Areas and Islands. This led to an island 

dispute between Aceh and North Sumatra Province. 

This research aims to identify the aspects that cause disputes and 

formulate a settlement strategy. The research method used is a 

descriptive qualitative approach method with data collection conducted 

interviews and field observations. Meanwhile, the analysis process uses 

the theory of boundary making and in the formulation of strategies using 

weighting. 

Keywords: Dispute, Island, administrative area. 

mailto:ardi.2141021039@stialan.ac.id
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan dan negara tentunya 

diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks. Administrasi 

dapat dikelompokkan ke dalam suatu pengertian mengenai proses, tata 

usaha dan pemerintahan. Sebagai bagian dari ilmu, salah satu cabang 

administrasi adalah administrasi negara.   

Seiring berkembangnya ilmu administrasi, istilah “negara” yang 

selama ini digunakan diganti dengan kata “publik” untuk lebih 

menekankan administrasi tersebut dengan tujuan sebagai pelayanan 

publik (public service). Administrasi publik bermaksud untuk dapat 

memahami hubungan antara pemerintah dengan publik serta 

meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik.  

Polangi (Sellang, 2016, p.47) berpendapat kondisi perekonomian suatu 

negara sangat bergantung pada dinamika administrasi publik hingga 

peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. 

Administrasi publik sangat penting dalam suatu negara sebagai the 

work of government. Administrasi publik memiliki peranan dalam 

perumusan kebijakan negara sehingga dapat dipandang sebagai bagian 

yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. 

Dalam suatu konsep sistem administrasi negara, pada hakikatnya dapat 

diartikan sebagai fungsi atau aktivitas pemerintah yang mengurus unsur-

unsur negara. Dengan demikian tujuan dari administrasi publik adalah 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu 

pemerintah perlu meningkatkan profesionalismenya dan menerapkan 

teknik efisiensi serta efektivitas dan peran dari aparatur negara menjadi 
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faktor yang menentukan dalam mengurus unsur-unsur negara. Yang 

disebut dengan unsur negara yaitu warga negara, wilayah negara dan 

pemerintahan negara. 

Suatu negara tentunya harus memiliki suatu wilayah wilayah dan 

dibatasi oleh batas wilayah. Batas wilayah merupakan penanda 

kewenangan pemerintah untuk dapat mengelola segala potensi yang ada 

demi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila batas wilayah baik itu batas 

negara maupun batas antar provinsi, kabupaten dan kota tidak jelas, 

maka dapat  mengakibatkan dua kemungkinan hal yang negatif. Pertama, 

jika terdapat suatu wilayah yang diabaikan oleh masing-masing daerah 

karena merasa itu bukan wilayahnya maka akan terjadi saling lempar 

tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan 

publik kepada masyarakat. Kedua, jika kedua daerah saling mengklaim 

wilayah yang sama maka dapat menimbulkan konflik antar daerah. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pernyataan Plt 

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri (2023) menyatakan 

bahwa luas NKRI adalah 8.300.000 Km2 dengan luas perairan Indonesia 

6.400.000 Km2 serta memiliki 17.024 pulau yang telah terverifikasi oleh tim 

pusat pada tahun 2022. 

Negara Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil yang posisinya 

tersebar baik itu di wilayah perbatasan antar negara maupun yang berada 

di dalam wilayah Negara Indonesia, sehingga memiliki potensi untuk 

dapat terjadi konflik antara Negara Indonesia dengan negara-negara yang 

berbatasan maupun internal provinsi, kabupaten/kota yang berada di 

dalam Negara Indonesia.  

Salah satu kasus konflik pulau yang mencuat adalah kasus Pulau 

Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini berada di Selat Makassar yang 

menjadi perebutan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. 

Hasil penelitian Nur Fareha (2019), Negeri Malaysia menganggap Pulau 
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Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan bekas dari wilayah Negara Inggris. 

Negara Malaysia mendapatkan kemerdekaan setelah diberikan oleh 

Negara Inggris sehingga berasumsi bahwa bekas wilayah jajahan Inggris 

merupakan wilayah yang diberikan kepada Malaysia oleh Inggris yang 

mana selanjutnya pada tahun 1988 di kedua pulau tersebut, Malaysia 

mendirikan kegiatan penangkaran penyu dan eksploitasi sumber daya 

alam serta membangun resort, sedangkan Indonesia mengklaim Sipadan 

dan Ligitan adalah wilayah kedaulatan Indonesia. 

Berbagai upaya perundingan bilateral antara Negara Indonesia dan 

Negara Malaysia menemui jalan buntu karena Indonesia menolak untuk 

membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan memilih untuk 

diselesaikan melalui forum ASEAN namun pihak Malaysia tetap 

bersikukuh untuk tetap ke Mahkamah Internasional. Namun pada tahun 

1997, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan melalui ICJ. 

Selama penyelesaian kasus tersebut melalui ICJ, kedua negara 

mengirimkan berbagai macam dalil dan bukti yuridis untuk menyakinkan 

bahwa kedua pulau tersebut adalah masuk ke dalam wilayah kedaulatan 

masing-masing. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahwa kedua pulau 

tersebut masuk ke dalam wilayah Negara Malaysia berdasarkan aspek 

pendudukan yaitu kedua pulau tersebut adalah milik Negara Inggris yang 

kemudian menyerahkan kepada Malaysia yang kemudian mengelola 

kedua pulau tersebut. 

Hasil penelitian Nur Fareha et.all (2019), berkesimpulan bahwa 

penyelesaian konflik pulau antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia 

dilakukan secara damai yaitu melalui jalur diplomasi oleh Mahkamah 

Internasional berjalan lebih efektif meskipun pada akhirnya Negara 

Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 

Permasalahan konflik pulau juga banyak terjadi di internal Negara 

Indonesia baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu 



4 
 

provinsi. Beberapa kasus sengketa pulau di Indonesia yang ada yaitu 

antara Kabupaten Maluku dengan Kabupaten Maluku Utara yang 

memperebutkan gugusan Pulau Pisang; Provinsi Papua Barat dengan 

Provinsi Maluku Utara yang saling klaim terhadap 3 (tiga) pulau yaitu 

Pulau Sain, Pulau Piyai dan Pulau Kiyas; Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat yang saling memperebutkan Pulau Kalong 

dan masih banyak lagi kasus sengketa pulau di Indonesia. Pada penelitian 

ini  akan mengangkat topik konflik pulau antara Kabupaten Aceh Singkil 

Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera 

Utara yang telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2008. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Tengah saling klaim terhadap 4 (empat) pulau yaitu 

Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Lipan dan Pulau 

Panjang. Keempat pulau tersebut berada di wilayah perbatasan bagian 

selatan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

Konflik pulau ini mulai terjadi pada tahun 2008 yaitu ketika adanya 

kegiatan verifikasi dan pembakuan pulau yang dilaksanakan oleh Tim 

Nasional (timnas) Pembakuan Nama Rupabumi. Timnas ini 

beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dan Badan 

Informasi Geospasial (BIG).  

Kegiatan verifikasi tersebut melakukan pendataan dan pembakuan 

terhadap 213 pulau yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 

s.d 16 Mei 2008, termasuk 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau 

Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang  sedangkan pada tanggal 

20 s.d 22 November 2008 melakukan kegiatan verfifikasi dan pembakuan 

terhadap 260 pulau yang ada di Aceh. Tim Nasional Pembakuan Nama 

Rupabumi dan Pulau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 



5 
 

mempedomani data berdasarkan hasil validasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP); Definisi pulau menurut UNCLOS 1982; Peta Rupabumi 

Indonesia, Peta Lingkungan Laut Nasional, Peta Lampiran Undang-

Undang Pembentukan Daerah serta informasi dari narasumber daerah. 

Namun, pada kegiatan tersebut di Aceh tidak didapati 4 pulau yaitu Pulau 

Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. 

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan 

Rupabumi dan Pulau di Provinsi Sumatera Utara tersebut, mendapatkan 

konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara bahwa Provinsi Sumatera Utara 

terdiri dari 213 Pulau termasuk 4 Pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, 

Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang dengan bersurat 

kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor 125/8199 tanggal 23 

Oktober 2009. Begitu pula dengan Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh 

bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor 125/63033 tanggal 

4 November 2009 yang pada intinya terdapat perubahan nama pulau, 

yaitu: 

1. Pulau Mangkir Besar yang semula bernama Pulau Rangit Besar 

(koordinat 20 14’ 30” LU dan 970 25’ 32” BT); 

2. Pulau Mangkir Kecil yang semula bernama Pulau Rangit Kecil 

(koordinat 20 14’ 35” LU dan 970 26’ 06” BT); 

3. Pulau Lipan yang semula bernama Pulau Malelo (koordinat 20 15’   

20” LU dan 970 25’ 21” BT); 

4. Pulau Panjang (koordinat 20 16’ 21” LU dan 970 24’ 42” BT). 

Gubernur Aceh kembali menyampaikan Surat Nomor 136/40430 

pada tahun 2017 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan 

Peta Topografi TNI AD 1978, keempat pulau tersebut masuk ke dalam 

wilayah Aceh dan meminta Menteri Dalam Negeri untuk menegaskan 

kepada Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan 4 (empat) pulau tersebut 
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dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 

Provinsi Sumatera Utara sekaligus mengklarifikasi koordinat pulau yang 

terdapat dalam lampiran surat tahun 2009. Sementara itu pada tahun 

2012 dan bulan Agustus tahun 2017, Negara Indonesia telah melaporkan 

keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi 

Sumatera Utara berdasarkan hasil verifikasi dan pembakuan timnas 

pembakuan rupabumi. 

Gambar 1.1  
Hasil Plotting Koordinat Versi Pemerintah Aceh 

 
Sumber: Bahan Paparan Dirjen Adwil, 2022 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa koordinat 4 

(empat) pulau yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh posisinya berbeda 

dengan hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupabumi dan Pulau 

sehingga tidak terjadi overlapping cakupan wilayah dengan Provinsi 

Sumatera Utara. Pemerintah Aceh tidak menyadari bahwa mereka telah 

melakukan kesalahan dalam memberikan koordinat keempat pulau 
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tersebut dan mengacu koordinat pada surat Gubernur Aceh tersebut maka 

tidak ada permasalahan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara. 

Gambar 1.2   
Posisi 4 (empat) Pulau Menurut Peta Topografi tahun 1978  

 
    Sumber: Direktorat Topografi TNI AD 

Berdasarkan peta Topografi tahun 1978 di atas terlihat bahwa garis 

batas antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara berada di atas 

keempat pulau yang menjadi objek sengketa sehingga cakupan keempat 

pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Namun, garis batas yang 
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tergambar pada peta tersebut merupakan garis batas indikatif belum 

merupakan garis batas yang pasti (ditetapkan dengan peraturan Menteri 

Dalam Negeri) 

Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan rapat pembahasan 4 

(empat) pulau yang diklaim oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2017. Kemendagri 

bersama tim pusat dalam rapat tersebut melakukan pembandingan 

koordinat hasil verifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2008 dengan 

konfirmasi koordinat pulau yang ada pada surat Gubernur Aceh nomor 

125/63033 tanggal 4 November 2009 serta dilakukan analisa secara 

spasial. Berikut tabel perbandingan koordinat 4 (empat) pulau sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Koordinat 4 (Empat) Pulau  

 

 
 
 
No. 

Hasil Verifikasi Tim Nasional di 
Prov.Sumatera Utara Tahun 
2008 dan Hasil konfirmasi 
Gubernur Sumatera Utara 

Hasil konfirmasi Gub 
Aceh Nomor 125/63033 

Tanggal 4November 
2009 

Nama Pulau Koordinat Nama Pulau Koordinat 

1 Mangkir  Gadang 2o 8’ 49” LU 
98o 7’ 29” BT 

Mangkir      Besar 2o 14’ 30” LU 
97o 25’ 32” BT 

2 Mangkir  Ketek 2o 8’ 22,61” LU 
98o 8’ 38,62” BT 

Mangkir        Kecil 2o 14’ 35” LU 
97o 26’ 06” BT 

3 Lipan 2o 7’ 12,04” LU 
98o 9’ 45,12” BT 

Lipan 2o 15’ 20” LU 
97o 25’ 21” BT 

4 Panjang 2o 5’ 43” LU 
98o 10’ 40” BT 

Panjang 2o 16’ 21” LU 
97o 24’ 42” BT 

Sumber : Laporan Rapat 2017 
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Berdasarkan rapat tersebut, oleh Tim Pusat disepakati beberapa 

hal yaitu: 

a. Menetapkan 4 (empat) pulau yaitu: Pulau Mangkir Gadang, Pulau 

Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang tetap masuk ke dalam 

cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara; 

b. Peta Topografi tahun 1978 dan peta RBI bukan merupakan referensi 

resmi terkait garis batas administrasi baik itu nasional maupun 

internasional; 

c. RZWP3K bukan merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi 

pulau namun arahan untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah provinsi. 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim 

pusat tersebut, selanjutnya menyampaikan Berita Acara kesepakatan  

tersebut melalui surat Nomor 125/8177/BAK tanggal 8 Desember 2017 

kepada Gubernur Aceh dan surat nomor 136/046/BAK tanggal 4 Januari 

2018 kepada Gubernur Sumatera Utara. 

Pada tanggal 25 Februari 2020, Kementerian Dalam Negeri 

mengadakan rapat fasilitasi dengan dihadiri oleh Kemenkomarves, KKP, 

Pushidros TNI AL, BIG, LAPAN, Direktorat Topografi TNI AD dan Ditjen 

Bina Pembangunan Daerah. Peserta rapat menyepakati beberapa hal 

yang dituangkan dalam berita acara rapat. Hal-hal yang disepakati dalam 

rapat tersebut adalah: 

a. Status 4 (empat) pulau Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, 

Pulau Lipan dan Pulau Panjang sebagai cakupan wilayah administrasi 

Provinsi Sumatera Utara; 

b. Peta Topografi Tahun 1978 dan Peta RBI bukan referensi resmi 

mengenai garis batas administrasi nasional maupun internasional; 
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c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 

merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil pemerintah provinsi, bukan merupakan pedoman 

penetapan wilayah administrasi pulau. 

Hasil berita acara pada rapat fasilitasi ini masih sama dengan rapat 

yang telah dilakukan pada tanggal 30 November 2017. Artinya 

Kementerian Dalam Negeri masih konsisten dengan keputusannya 

memasukkan 4 (empat) pulau yang menjadi konflik, tetap berada di 

wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. 

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 

sejak tahun 2017 s.d tahun 2020 telah beberapa kali berkirim surat yang 

menyatakan keberatan terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri 

yang memasukkan 4 (empat) pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah 

administrasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, keberatan yang diajukan 

oleh Pemerintah Aceh tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh 

Kementerian Dalam Negeri karena berita acara rapat yang ditandatangani 

oleh Tim Pusat keduanya konsisten memasukkan 4 (empat) pulau 

tersebut ke dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan 

Badan Informasi Geospasial mempedomani hasil kedua berita acara 

tersebut sebagai dasar untuk penetapan penamaan rupabumi (gazeter)  

terhadap 4 (empat) pulau tersebut ke sebagai cakupan wilayah 

administrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020. 

Untuk memperjelas jumlah pulau yang ada di Negara Indonesia 

dan persebarannya masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi 

kabupaten/kota maka pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri 

memberikan kode pulau bagi seluruh pulau yang ada di Indonesia. Hal ini 

bertujuan agar tidak terjadi duplikasi pulau dan mengetahui jumlah secara 

pasti pulau di Indonesia. Peraturan yang pertama yang ditetapkan adalah  

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 
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tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. 

Peraturan ini berisikan mengenai petunjuk untuk pemberian kode data 

wilayah administrasi pemerintahan untuk desa/kelurahan, kabupaten/kota 

dan provinsi serta pulau. Permendagri tersebut selanjutnya ditindaklanjuti 

dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 

Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, 

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, pada 

tanggal 14 Februari 2022. Pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri 

melakukan revisi terhadap (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 

dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022, namun lampiran 

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut masih tetap menyatakan status 

wilayah administrasi Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan 

Panjang masuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera 

Utara sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Kode dan Data Pulau Prov. Sumatera Utara 

 
Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 
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Terhadap Kepmendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh 

kembali bersurat yang disertai dengan bukti-bukti di lapangan, 

menyatakan keberatan dengan Kepmendagri tersebut. Akibat adanya 

surat keberatan dan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 

menyebabkan sengketa pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi 

Sumatera Utara kembali mencuat ke publik. Meskipun secara de jure 

status kewilayahan 4 (empat) pulau tersebut sudah memiliki ketetapan 

hukum dan tinggal implementasi di lapangannya saja.  

Pemerintah Aceh sampai dengan saat ini, masih berpendapat 

bahwa permasalahan terhadap  4 (empat) pulau tersebut belum selesai 

karena tidak sesuai dengan data/dokumen yang telah disampaikan 

kepada Kementerian Dalam Negeri sedangkan Menteri Dalam Negeri 

berpendapat bahwa permasalahan tersebut telah selesai dengan 

ditetapkan Kepmendagri.  

Salah satu hal yang memberatkan Kepmendagri tersebut adalah 

sampai dengan saat ini belum terdapat suatu pedoman/mekanisme yang 

ditetapkan dengan hukum untuk penyelesaian permasalahan pulau dan 

data penamaan rupabumi (gazeter) tahun 2020 yang dijadikan pedoman 

bagi Kepemendagri Nomor 050-145 tahun 2022 bukan merupakan produk 

hukum hanya berupa buku dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala 

Badan Informasi Geospasial Nomor 51 tahun 2021 tentang Nama 

Rupabumi tahun 2021 yang menyatakan bahwa 4 (empat) pulau yang 

bersengketa tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa 

menyebutkan masuk ke dalam kabupaten atau provinsi tertentu. 

Permasalahan saling klaim antara Pemerintah Kabupaten Aceh 

Singkil dengan Pemerintah Tapanuli Tengah ini, dapat mengarah pada 

timbulnya konfrontasi fisik antara nelayan Aceh dengan nelayan Sumatera 

Utara di lapangan. Hal ini dikarenakan salah satu pulau yang menjadi 

sengketa tersebut merupakan tempat singgah/ istirahat bagi nelayan Aceh 
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setelah menangkap ikan dan sampai saat ini pada wilayah tersebut telah 

berlaku hukum adat Aceh yaitu setiap hari Jumat tidak boleh dilakukan 

kegiatan berlayar mencari ikan. Selain itu, dalam nota kesepahaman 

damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh, 

aspek batas wilayah juga merupakan aspek penting yang menjadi 

pembahasan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah 

Aceh pada waktu konflik beberapa tahun yang lalu.    

Jika permasalahan sengketa 4 (empat) pulau ini tidak terselesaikan 

dapat memicu konflik yang lebih besar lagi, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA), bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Singkil akan melakukan 

kemah massal di 4 (empat) pulau yang menjadi konflik dengan Provinsi 

Sumatera Utara dan menggerakkan massa yang cukup besar untuk 

melakukan demo. 

1.2 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pemberian koordinat 4 (empat) pulau konflik oleh Pemerintah Aceh 

yang tidak sesuai dengan lokasi pulau yang diklaim menyebabkan 

pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

Namun, Pemerintah Aceh memberikan dokumen dan bukti lapangan 

yang menyatakan bahwa 4 (empat) pulau tersebut masuk ke dalam 

wilayah.   

2. Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 dan bulan Agustus 2017 telah 

melaporkan ke PBB bahwa keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Ketek, 

Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang masuk ke dalam wilayah 

Provinsi Sumatera Utara.  
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3. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kepmendagri 

Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran 

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tahun 2021 

yang memasukkan 4 (empat) pulau ke dalam wilayah Administrasi 

Provinsi Sumatera Utara oleh Pemerintah Aceh dianggap tidak tepat 

karena tidak sesuai dengan dokumen dan kondisi eksisting. 

4. Belum adanya pedoman/peraturan perundangan yang mengatur 

tentang penyelesaian perselisihan pulau.  

5. Tidak terselesaikannya sengketa pulau ini akan menimbulkan konflik di 

masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah rumusan kebijakan tentang penyelesaian konflik 4 

(empat) pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan 

Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dengan dua 

pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: 

1. Aspek apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pulau antara 

Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? 

2. Bagaimanakah strategi untuk menyelesaikan konflik antara Kabupaten 

Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah 

Provinsi Sumatera Utara? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitan di atas maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan 

terjadinya konflik pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah 

Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. 
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2. Menyusun strategi penyelesaian konflik agar perebutan pulau antara 

Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli 

Tengah Provinsi Sumatera Utara dapat selesai. 

1.5 Manfaat penelitian 

a. Manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan khasanah ilmu 

pengetahuan administrasi publik, khususnya dalam konteks kebijakan 

di bidang penyelesaian sengketa batas dan cakupan wilayah.  

b. Manfaat secara praktis yaitu memberikan masukan terutama bagi 

instansi asal penulis yaitu Kementerian Dalam Negeri agar dalam 

penyelesaian sengketa pulau terdapat suatu pedoman yang dapat 

diacu sehingga didapatkan kebijakan yang efektif dan implementatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian dari wawancara, telaah dokumen terkait dengan 

sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara didapatkan 

beberapa aspek yang menjadi penyebab sengketa pulau antara Aceh 

dengan Provinsi Sumatera Utara adalah aspek yuridis, aspek historis, 

aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek geografis dan aspek 

pelayanan yang dirinci sebagai berikut: 

1. Penyebab sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera 

Utara adalah: 

a. Aspek yuridis 

Pada aspek ini, undang-undang pembentukan baik itu Kabupaten 

Aceh Singkil maupun Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada yang 

menjelaskan tentang cakupan administrasi keempat pulau yaitu 

Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan 

Pulau Panjang. Undang-undang pembentukan Kabupaten Aceh 

Singkil yang terdapat peta lampiran undang-undang justru tidak 

menggambarkan posisi keempat pulau tersebut masuk ke dalam 

cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil sementara 

itu undang-undang pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah 

merupakan undang-undang yang ditetapkan tahun 1956 sudah 

tidak relevan dengan kondisi eksisting saat ini. Kedua undang-

undang pembentukan ini yang seharusnya menjadi acuan dalam 

menentukan cakupan wilayah administrasi ternyata tidak dapat 

digunakan. Sementara itu cakupan wilayah administrasi keempat 

pulau yang menjadi objek sengketa Aceh dan Provinsi Sumatera 
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Utara justru disebutkan di Kepmendagri Kode Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan dan Pulau dengan mengacu pada 

gazeter yang diterbitkan oleh BIG dan hasil verifikasi tahun 2008.  

b. Aspek historis 

Bukti dokumen maupun data yang disampaikan oleh Pemerintah 

Aceh lebih dapat membuktikan bahwa sejak tahun 1965, 

Pemerintah Aceh telah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dan hal ini didukung oleh pernyataan ahli waris serta warga 

Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyewa lahan orang Aceh di 

Pulau Panjang untuk berkebun. Selain itu, juga terdapat dokumen 

peta Jantop TNI AD tahun 1978 yang disepakati oleh kedua 

pemerintah daerah yang berbatasan sebagai pedoman 

penyelesaian batas Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada 

peta tersebut, keempat pulau yang menjadi objek sengketa masuk 

ke dalam cakupan wilayah Aceh dan pada tahun 1992 terdapat 

kesepakatan kedua gubernur disaksikan oleh Mendagri. 

c. Aspek sosial dan budaya 

Pada keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir 

Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, lebih berkembang adat 

Aceh daripada adat Tapanuli Tengah. Bahkan adat Aceh tersebut 

juga dihormati oleh para nelayan dari Kabupaten Tapanuli Tengah 

yang tidak mencari ikan pada hari jumat sesuai larangan pada 

qanun Aceh. Selain itu juga ditemukan makam aulia yang 

merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga Aceh dan 

sampai sekarang masih banyak orang yang ziarah. 

d. Aspek ekonomi 

Aspek ekonomi lebih kepada kewenangan pengelolaan sumber 

daya laut, jika keempat pulau tersebut masuk ke salah satunya 
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maka akan memperluas tarikan 12 mil untuk kewenangan 

pengelolaan sumber daya laut provinsi. Di keempat pulau tersebut 

memiliki potensi perikanan sehingga kedua nelayan baik itu dari 

Aceh maupun Provinsi Sumatera Utara banyak yang mencari ikan 

di sekitaran perairan empat pulau tersebut. 

e. Aspek pelayan publik 

Pemerintah Aceh berhasil membuktikan bahwa pada tahun 1965, 

kantor agrarian Aceh telah memberikan surat keterangan 

pengelolaan lahan di empat pulau tersebut kepada warga Aceh. 

Selain itu pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Singkil telah 

membangun beberap fasilitas seperti dermaga, rumah singgah dan 

mushola dengan menggunakan dana APBD pada tahun 2007 s.d 

2015 

f. Aspek geografis 

Jika ditinjau dari aspek ini, keempat pulau tersebut lebih dekat 

kepada Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal inilah yang selalu menjadi 

klaim bagi Provinsi Sumatera Utara untuk menyatakan keempat 

pulau masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

Berdasarkan beberapa penyebab sengketa pulau Aceh dengan 

Kabupaten Tapanuli Tengah di atas, aspek yuridis dan aspek historis 

dianggap sebagai aspek yang paling berpengaruh meskipun dalam 

beberapa penelitian, aspek pelayanan menjadi penentu untuk 

penyelesaian cakupan wilayah pulau. 

2. Berdasarkan hasil analisa menggunakan teori Boundary Making, 

aspek-aspek yang menjadi penyebab konflik pulau antara Aceh 

dengan Provinsi Sumatera Utara: 
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a. Secara yuridis meskipun kedua undang-undang pembentukan tidak 

ada yang dapat menjelaskan posisi keempat pulau tersebut masuk 

ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil 

atau Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Provinsi Sumatera Utara 

lebih diuntungkan dengan adanya ketetapan Kepmendagri Nomor 

050-145 Tahun 2022 yang direvisi menjadi Kepemendagri Nomor 

100.1.1-6117 tahun 2022 yang memberikan kode keempat pulau 

tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten 

Tapanuli Tengah. Akan tetapi, de facto di lapangan pengelolaan 

keempat pulau tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh. 

b. Dilihat dari historisnya, data dan dokumen yang disampaikan oleh 

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai 

dengan kondisi eksisting dan diperkuat dengan pengakuan 

masyarakat di sekitar pulau dan penggarap kebun di Pulau Panjang 

yang merupakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara 

itu, data-data histroris yang disampaikan oleh Pemerintah 

Sumatera Utara adalah data-data setelah tahun 2008 dan ketika 

dibuktikan di lapangan, tidak sesuai.  

c. Aspek sosial dan budaya yang berkembang di keempat pulau 

tersebut lebih cenderung adat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya larangan untuk mencari ikan pada hari jumat dan jika ada 

nelayan yang melanggar akan dikenakan sanksi qanun Aceh. 

Aturan adat ini dipatuhi tidak hanya oleh nelayan yang berasal dari 

Aceh namun juga nelayan yang berasal dari Provinsi Sumatera 

Utara.   

d. Pada keempat pulau tersebut terkait dengan pelayanan publik, 

Pemerintah Aceh telah melaksanakan sejak tahun 1965 yaitu 

adanya pelayanan sertifikasi lahan dan bersama Pemerintah 

Kabupaten Aceh Singkil dalam kurun waktu tahun 2007 s.d 2015 
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telah membangun beberapa bangunan seperti dermaga, mushola, 

rumah singgah dan tugu batas dengan menggunakan dana APBD. 

Disini menandakan bahwa sejak tahun 2007, Pemerintah Aceh dan 

Pemerintah Aceh Singkil telah melakukan pengelolaan keempat.  

e. Secara geografis, memang keempat pulau yaitu Pulau Mangkir 

Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang 

lebih dekat kepada daratan Kabupaten Tapanuli Tengah namun 

tidak didapatkan bukti yang mendukung kepemilikan Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

Hasil dari analisa tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk 

merumuskan strategi agar konflik pulau tersebut dapat terselesaikan. 

Penulis merumuskan 4 (empat) strategi yaitu: 

a. Menyusun SOP tentang penyelesaian sengketa pulau 

b. Penguatan prosedur penyusunan Kepmendagri tentang Kode, Data 

Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 

c. Revisi Kepmendagri Kode, Data Wilayah dan Pulau dengan 

mengubah cakupan wilayah keempat pulau masuk ke wilayah 

administrasi Kabupaten Aceh Singkil 

d. Penguatan pemahaman pimpinan terhadap penyelesaian sengketa 

pulau. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian maka saran peneliti terhadap 

Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu segera menyusun SOP sebagai 

landasan kuat menyelesaikan sengketa pulau antara Aceh dengan 

Provinsi Sumatera Utara. 
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2. Merevisi Kepmendagri tentang kode, data wilayah administrasi 

kewilayahan dan pulau sesuai dengan data dan dokumen serta kondisi 

eksisting lapangan agar mengurangi resiko kalah gugatan. 

3. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan sinkronisasi data dengan 

Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah. 

4. Perlu adanya masukan yang detail dari jajaran subdit sampai dengan 

direktorat jenderal agar Menteri Dalam Negeri dapat mengambil 

keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

untuk meminimalisasikan gugatan dari pemerintah daerah. 
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